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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Di Indonesia proses regenerasi kekuasaan partai politik didominasi oleh 

keluarga yang berasal dari partai politik. Hal ini membuka peluang bagi bakal 

calon presiden, calon presiden, dan terutama pada bakal calon kepala daerah 

dan wakil kepala daerah. Warga negara yang berasal dari keluarga partai 

politik mempunyai kekuatan yang tinggi untuk mencalonkan diri sebagai 

bakal calon kepala daerah. Dalam hal ini bakal calon kepala daerah maupun 

kepala negara didominasi oleh bakal calon yang mempunyai latar belakag 

keluarga politik dan telah mendapat pendidikan politik di keluarganya. Hal 

ini menimbulkan ketidakseimbangan bagi masyarakat yang  bukan berasal 

dari keluarga politik.  

Setelah  dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-

XIII/2015 dalam pengujian Pasal 7 huruf r UU No.8 Tahun 2015, di mana 

hakim dalam putusannya bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2), Pasal 27 

ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 

membuka peluang bagi keluarga kepala daerah maupun parpol untuk mengisi 

kursi jabatan selanjutnya. Hak asasi manusia di Indonesia memberikan hak 

politik bagi warga negara untuk dipilih, hal ini tentunya menjadi pegangan 

bakal calon yang berasal dari keluarga petahana untuk terus maju dalam 

berbagai pesta demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara 
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tidak langsung membuka akses terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme 

bakal calon yang berasal dari  keluarga pertahana terpilih. Di sisi lain, pasca 

putusan Mahkamah Konstitusi ini mempersempit akses bagi masyarakat 

yang bukan dari keluarga petahana dalam melaksanakan hak dipilih yang 

sama-sama mempunyai hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara 

Indonesia untuk dipilih dalam pemerintahan. Dengan dikeluarkannya UU 

Nomor 28 Tahun 1999 dalam penyelenggaraan peran masyarakat dapat ikut 

mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, 

kolusi, dan nepotisme, dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat 

diharapkan dapat mempunyai jiwa semangat dalam melaksanakan kontrol 

sosial secara optimal terhadap penyelenggara dengan cara tetap menaati 

rambu-rambu hukum yang berlaku.  

B. Saran 

Praktik politik dinasti dalam sistem pemilu maupun pilkada di Indonesia 

setelah adanya putusan Mahkamah konstitusi Nomor33/PUU-XIII/2015 

diyakini semakin menyuburkan munculnya politik dinasti dalam pemilu 

maupun pilkada di Indonesia. Sebagai upaya memutus rantai politik dinasti 

tersebut dalam bidang politik di Indonesia, sebaiknya peran partai politik 

didorong untuk menunbuhkan kesadaran agar tidak mengusung calon kepala 

daerah yang mengarah terhadap politik dinasti. Peran  media  massa  juga  

sangat  penting,  untuk  memberikan  informasi  secara  lebih  obyektif  dan  

rasional  bahaya  dinasti politik pada sistem demokrasi Indonesia.  
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       Pengaruh putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 meniadakan aturan 

hukum pembatasan politik dinasti yang dibuat oleh legislator sebelumnya, 

yang berarti pada pelegalan politik dinasti di daerah sehingga penulis 

mengharapkan adanya sebuah regulasi baru yang mengatur tentang politik 

dinasti. Selain itu, memberikan penyadaran dan  pendidikan  politik  kepada  

masyarakat  sebagai  calon  pemilih,  dimana  mereka  harus  diberikan   

pendidikan   politik   bahwa   calon   kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  

yang  berpotensi  membangun  dinasti  politik. Penyadaran tersebut dengan 

melihat kembali pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia, UU Nomor 28 Tahun 1999 yang memberikan tujuan supaya 

masyarakat dapat ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan 

bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.  
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